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DISAHKAN OLEH R
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NAMA SOP SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur
Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan

4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

5 Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 34/KPTS/KM/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Memahami Standar Prosedur Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
Pusbangkom JPW

KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik dan Pengumuman Informasi Publik
2 SOP Penyusunan Laporan

Alat Tulis Kantor, Komputer/Printer/Scanner, Telepon

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyelenggaraan Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka akan menghambat

proses penyelesaian kegiatan selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual, kemudian diumumkan pada
website Pusbangkom JPW




PELAKSANA MUTU BAKU
Pembina PPID | Pengarah PPID | Pelaksana PPID| Pelaksana
. TR Pusbangkom | Pusbangkom | Pusbangkom | PPID BPSDM | KELENGKAPAN Jbuu._.c OUTPUT KETERANGAN
JPW JPW JPW Daerah
Mengkoordinasikan penelaahan informasi yang
1 |telah dinyatakan sebagai informasi yang ﬁ Agenda Kerja 1 Hari Disposisi
dikecualikan " '
Memberikan masukan atas dasar hukum yang
2 |dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan Dokumen 1 Hari Dokumen
informasi
A
Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan
B pertimbangan untuk mengecualikan informasi I Rokusen L Dakinnen
y
.
4 Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum Dokumen 2 Hari Dokisrisn
yang dijadikan dasar pengecualian
5 Konsinyasi pengubahan kiasifikasi informasi yang Dokumen 3 Hari Dokumen
dikecualikan
6 Perumusan dan pembahasan dasar hukum yang Dokumen 1 Hari Sakinan
dijadikan dasar pengecualaian informasi
Draft Lembar Draf Lembar
4 Membuat lembar pengubahan informasi yang Pengubahan 1 Hari Pengubahan
dikecualikan Informasi yang Informasi yang
Dikecualikan Dikecualikan
Lembar Lembar
Meminta pertimbangan pengubahan dasar hukum Pengubahan Ponciibahan
8 |yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk l Informasi yang 1 Hari _:.onqﬂnw_ %
lembar pengubahan informasi yang dikecualikan Dikecualikan U.xnn:m__v_mm”u
Pertimbangan-pertimbangan pengubahan dasar _ Tidak
. hukum yang dijadikan dasar pengecualian ’ = e 1 Harl Dokumen
Menetapkan pengubahan informasi yang Dok
18 dikecualikan dalam bentuk penetapan Gl bl g i
" Membuat laporan pengubahan informasi yang Laporan 1 Hari Laporan

dikecualikan




